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Siswa Daerah Minim Kesempatan

Komisi X: SPMB Harus
Bisa Lehih Adil & Setara

Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa

Baru (Panja SPMB) Komisi X DPR tengah mencari
formula terbaik menghadirkan sistem penerimaan
mahasiswa yang lebih adil dan setara.

WAKIL Ketua Komisi X DPR
Kurniasih Mufidayati menjelaskan,
ada berhagai tantangan terkait akses
terhadap pendidikan tinggi, secam
khusus di daerah. Pasalnya, jumlah
perpuruan inggi negert (FTM) ter
hatas, sementara perguruan tinggi
swasta lebih dominan. Situasi ity
sangat dirasakan daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar (3T).

“Pengaturan kuota masuk FTN
perlu memberi ruang vang lebih
adil agar siswa di wilayah tersebut
mentiliki kesempatan bersaing
secara setara,” jelasnya, Jumat
[26/5/2026).

Kurniasih menegaskan, perha
tian Panja tidak hanya tertuju pada
ralon mahasiswa. tapi juga kondisi
Perguruan Tingpi Negeri Ber
badan Hukum (FTN-BH). Insti
tusi-institust i kesulitan mengha
dapi kebutuhan biayva operasional
yang besar guna menjaga mutu
pendidikan, meningkatkan kapa
sitas dosen, sekalipus memperkuat
daya saing internasional.

Karena itu, Panja SMPB DPR
Jjuga ingin memperoleh gambaran
vang utuh mengenai kebutuhan
riil PTM-BH heserta berbagai
upaya yang telah dilakukan.
Pembahasan mengenai sistem
penerimaan mahasiswa diharap

kan berangkat dari data vang ter-
buka. sehingga vang didapatkan
bukan hanya sekadar persepsi
vang berkembang di masyarakat.

Keterbukaan data dan trans
paransi biaya, lanjutnya. penting
untuk membangun pemahaman
publik mengenai kondisi pergu
ruan tinggi. Selain i, masukan
dari kampus juga diperlukan
guna memperhaiki berbagai
variabel dalam SPMB 2027.
“Sehingga persepsi mengenai
ketidakadilan maupun mahalnya
biaya pendidikan dapat dijawab
secara objektif,” ucapoyva.

Kurniasih menilai, narasi me
ngenai pendidikan tinggi juga
perlu dibangun secara lebih
proporsional. FTN-BH. FTN.
perguruan tinggi swasta, univer
sitas terbuka, hingga perguruan
tinggi kedinasan memiliki fungsi
dan keungpulan berbeda. Tapi.
masing-masing institus] itu saling
melengkapi dalam ekosistem
pendidikan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR
Himmatul Aliyah menambahkan,
Fanja SPMB tidak hanya mena
ruh perhatian pada aspek teknis
seleksi saja. Pihaknya melihat
persoalan itu secara lebih luas
dalam kerangka pemerataan akses
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Kurniasth Mufidayati
dan perluasan kesempatan mem
peroleh pendidikan tinggi bagi
seluruhwarga negara di Indonesia.

Dia mengatakan, persoalan
penerimaan mahasiswa masih
muncul meskipun jalur peneri
maan mahasiswa baru telah diatur
melalui jalur prestasi. tes. dan
mandiri. Sejumlah tantangan
masih jadi perhatian publik, teru
tama keberadaan jalur mandiri
FTN vang kerap diangpap lebih
menguntungkan calon mahasiswa
dari kalangan ekonomi mampu.

Ditemnukanmya prakeik kecurang
an pada pelaksanaan SPMB juga
tidak luput dari perhatian, ter
lebih dengan modus yang sema
kin canggih saat ini. " Bentuknya
mulai dar penppunaan perangkat
tersembunyi, akses jarak jauh,
hingga pemanfaatan kecerdasan
buatan (Al) yang justru merusak
integritas sistern seleksi nasional,”

unghkaprrya.

Himmarul laly menyorot ren
dahnya partisipasi pendidikan
tinggi di Indonesia. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik, ada
sekitar 9.9 juta generasi muda
usia15-24 tahun yang berstatus
Nor i Emplayment, Educaion,
or Training (NEET), vang setara
dengan 22,25 persen dari total
penduduk, sehingga pendidikan
tinggi sulit dijangkau.

Selain itu, Angka Panisipasi
Kasar (APK) pendidikan tinggi
nasional pada 2024-2025 ma
sih berada di angka 32 persen.
Aurtinva. dart 100 orang di usia ku
liah, hanya sekitar 32 orang yang
sedang menempuh pendidikan
tinggi, sehingga peningkatan ak
ses jadi fanget utama yang harus
sepera diperbaiki oleh Pemerintah.

Karena itu, peningkatan akses
pendidikan tinggi tidak hanya
bergantung pada persoalan bi
ava, karena ketersediaan pergu
ruan tinggi dan daya tampung
memadai jadi faktor penentu.
Perguruan tinggi swasta memi
liki peran strategis, sehingga ke
bijakan SPMEB perlu dirancang
secara proporsional agar tidak
berdampak buruk terhadap ke
berlangsungan institusi swasta.

Semakin banyak masyarakat
vang memperoleh kesempatan ku
liah. sernakin besar pula peluang
daerah menghasilkan sumber
daya manusia yang dibutuhkan
untuk pembangunan. “Mulai

dari tenaga profesional, penelit,
hingga wirausahawan, sehingga
sinergi antara DFR, Pemerintah,
serta perguruan tinggi harus terus
ditingkatkan secara lebih intensif
lagi," tegasnya.

Terkait hal ini, Rektor Insti
tut Teknologi Bandung (ITE)
Tatacipta Dirgantara mengusul
kan agar sistem penerimaan ma
hasiswa baru menirn mekanisme
vang diterapkan di AS dan Ing
aris. Calon mahasiswa yang
menjalani Ujian Tulis Berhasis
Komputer (UTBK) bisa menge
tahui nilai yang diperoleh terlebih
dulu sebelum menentukan pilihan
pergunLan tingg tujuan mereka.

Dia bilang, sistem seleksi
masuk perguruan tinggi di AS
yang menggunakan Scholastic
Assessment Test (SAT) jadi
contoh efektif. Mekanisme se
rupa di Inggris menerapkan
ambang batas nilai atau passing
grade, kemudian kampus ting
gal melakukan pemeringkatan
terhadap calon mahasiswa vang
telah berhasil melampaui nilai
minimum vang ditetapkan.

Tatacipta mengusulkan agar ni
lai UTBK hisa dimanfaatkan lebih
luas. tidak hanya oleh perguruan
tinggi negeri, tapi juga swasta.
“Pemanfaatan nilai lebih luas
akan membantu calon mahasiswa
dalam menentukan pilihan per
aurtan tinggi yang paling sesuai
dengan capaian nilai yang mereka
peroleh,” tandasnya. mpve
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